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Abstrak
 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, dan kurang lebih 17.508

pulau. Dua pertiga atau sekitar 62% (± 3,1 juta km2) dari keseluruhan wilayah Indonesia berupa perairan

laut. Wilayah laut ini meliputi 0,3 juta km2 (5,17%) perairan teritorial dan 2,8 juta km2 (48,28%) perairan

nusantara. Berdasarkan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982),

Indonesia diberi hak kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km2

(46,55%). 

<br />

 

<br />

Di wilayah pesisir dan laut Indonesia terdapat bentukan-bentukan terumbu karang yang luas, ekosistem

hutan mangrove yang luas dan berbagai ekosistem pesisir lainnya seperti padang lamun, pantai pasir, pantai

berbatu. Di samping itu peran lain dari wilayah pesisir adalah sebagai kawasan wisata, budidaya perikanan,

usaha penambangan, pelabuhan, transportasi dan sebagainya. Keadaan demikian menyebabkan banyaknya

penduduk yang hidup di daerah pesisir, sehingga tingkat eksploitasi sumber alam dan jasa-jasa lingkungan

(environmental services) di daerah pesisir menjadi tinggi, yang disertai dengan turunnya kualitas

Lingkungan. 

<br />

 

<br />

Sementara itu, wilayah pesisir juga memiliki berbagai peranan penting bagi kelestarian fungsi ekosistem

alam dan kehidupan umat manusia. Misalnya, dari segi biogeofisik sebagai daerah penyangga bagi

kehidupan aneka ragam biota laut; secara ekologis merupakan tempat berkembangnya berbagai jenis ikan,

udang dan biota laut lainnya, dan secara hidrologis berperan sebagai kelestarian sumber tanah dan air di

daratan dan kepentingan lainnya. 

<br />

 

<br />

Pengertian wilayah pesisir dan laut yang mencakup semua aspek yang terkandung di dalamnya masih sulit

dilakukan. Namun demikian penelitian ini mencoba mengambil pengertian; bahwa wilayah pesisir adalah

daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam

air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih

dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan atau kegiatan manusia di darat.	 
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<br />

Dilihat dari segi pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pengelolaan sumberdaya pesisir

dan laut di Indonesia dihadapkan kepada suatu dilema. Di satu pihak beberapa kawasan pesisir telah

dimanfaatkan secara intensif sehingga telah melampaui daya dukungnya seperti tangkap lebih dan

pencemaran. Di pihak lain pemanfaatan wilayah pesisir dan laut belum optimal bahkan di beberapa wilayah

belum dijamah sama sekali. 

<br />

 

<br />

Permasalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut adalah disebabkan oleh

meningkatnya kegiatan sektor pembangunan, baik oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kegiatan

pembangunan tersebut di samping belum dilakukan secara terkoordinasi, juga belum sepenuhnya

memperhitungkan dampak lingkungan. Sebagai akibat dari kegiatan tersebut potensi sumberdaya laut

semakin menurun, seperti kerusakan terumbu karang, menurunnya luas hutan mangrove, gejala

penangkapan sumberdaya perikanan yang berlebihan (over fishing) dan pencemaran perairan laut. Apabila

ditinjau dari aspek pengelolaan wilayah pesisir dan laut, salah satu penyebab permasalahan ini adalah belum

adanya Kelembagaan Nasional dan Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang secara khusus

mengkoordinasikan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Sementara instansi yang terkait dalam

pengelolaan tersebut cukup banyak, seperti Departemen Pertanian, Kehutanan, Perhubungan, Perindustrian,

Pariwisata dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Pekerjaan Umum, Pertahanan Keamanan,

Kantor Menteri Negara Lingkungan HidupBapedal, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Ketua Bappenas, LIPI, dan lainnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aspek hukum dan kelembagaan serta sektor pembangunan yang

berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan taut, dengan mengambil studi kasus wilayah pesisir di

Teluk Arnbon Dalam, Kotamadya Arnbon, Propinsi Maluku. Hipotesis penelitian yang digunakan adalah : "

Adanya berbagai kepentingan memanfaatkan sumberdaya alam pesisir dan taut yang terbatas di Teluk

Ambon Dalam telah mengakibatkan tumpang tindih tanggungjawab kelembagaan yang mengelola

sumberdaya alam, sehingga penggunaan lahan pesisir dan sumberdaya kelautan tidak sesuai dan serasi

dengan peruntukan dan daya dukungnya". 
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<br />

Studi dilakukan di kawasan pesisir dan taut Teluk Ambon Dalam dengan difokuskan kepada pengumpulan

data dan informasi melalui: (i) Pengkajian kebijakan Pemerintah dalam pembangunan wilayah pesisir dan

taut yang dimuat dalam GBHN, Repelita VI Nasional, Pala Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah

serta fungsi dan tugas instansi terkait lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; (ii)

Mengumpulkan data dan informasi tentang aktivitas pembangunan di wilayah pesisir, meliputi: potensi

aktivitas pembangunan, kondisi lingkungan, Peraturan Perundangundangan, sosial-ekonomi penduduk,

tingkat pendidikan dan sosial budaya masyarakat; dan (iii) Pengamatan langsung ke lapang untuk



melakukan wawancara semi terstruktur terhadap pengambil kebijakan pada instansi Pemerintah dan

masyarakat. 
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<br />

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, meliputi kajian terhadap: (i) Aktivitas pembangunan yang

ada (Existing Development Activities), (ii) Analisis Keserasian antar sektorlkegiatan Pembangunan

(Compatibility Analysis), dan (iii) Analisis Fungsi dan Wewenang Kelembagaan. 
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<br />

Hasil penelitian di Teluk Ambon Dalam menunjukkan bahwa pada saat ini telah berkembang berbagai

kegiatan pembangunan seperti, perikanan tangkap, budidaya perikanan, pariwisata, pelabuhan, pangkalan

angkatan laut, konservasi alam, industri, pertanian, pertambangan, energi, industri kayu dan perumahan.

Namun atas dasar segi kesesuaian yang ideal (ekologis), maka pembangunan sektoral yang dapat

dikembangkan di Teluk Ambon Dalam adalah Perikanan Tangkap, budidaya perikanan, pariwisata,

pelabuhan/perkapalan, konservasi alam, lahan industri, pertanian dan perumahan. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa dari segi ekologis keruangan, pesisir Teluk Ambon Dalam telah jenuh dan relatif tidak

dapat lagi menampung pengembangan sektoral. Hal ini diperkuat oleh adanya kerusakan lingkungan di

wilayah pesisir ini, seperti pencemaran, sedimentasi, dan kerusakan fisik habitat. 
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Terjadinya tumpang tindih dan pengembangan pembangunan sektor yang saling merugikan yang

menimbulkan konflik di Teluk Ambon Dalam disebabkan karena kurang jelasnya tugas dan wewenang

sektor, belum terkoordinasinya pelaksanaan tugas antar sektor serta belum jelasnya peran Pemerintah

Daerah di wilayah pesisir dan laut. 
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<br />

Penanggulangan permasalahan di atas dalam jangka pendek, perlu dikembangkan sistem pengelolaan yang

bersifat terpadu di wilayah pesisir dan laut, melalui adopsi model pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang

dilakukan mulai dari proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan.

Sedangkan untuk jangka panjang diperlukan adanya restrukturisasi kelembagaan instansi Pusat dan Daerah

dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. 
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<br />

Untuk mendukung terlaksananya pengelolaan terpadu di wilayah pesisir, diperlukan adanya wadah yang

berfungsi sebagai koordinator pengelolaan, dengan anggota semua instansi dan lembaga masyarakat yang

mempunyai kegiatan di wilayah pesisir dan laut dan memiliki ciri-ciri produktivitas dan kelestarian fungsi. 
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Prinsip-prinsip keterpaduan yang perlu dikembangkan di Teluk Ambon Dalam adalah: Pertama, Prinsip

keterpaduan antara tata lingkungan daratan dengan wilayah pesisir dan laut yang dapat mencerminkan

perlindungan dan pelestarian lingkungan. Kedua, Pembentukan suatu wadah koordinasi yang bersifat

integral antara instansi Daerah dan antara Pusat dan Daerah untuk mengatur kembali tumpang tindih

pemanfaatan lahan dan untuk memelihara kelestarian lingkungan Teluk Ambon. Ketiga, Perlu diprioritaskan

perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. 

<br />

 

		


